PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR | 3 TAHUN 2013
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

Mengingat

.

s

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah, Pasal 48 Pcraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005
(cntang Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Pasal 111 Pcraturan
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman
Pengelolaan  Keuangan  Dacrah schagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Datam Negerl
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah, telah  dilakukan
penyempurnaan lerhadap Rancangan Pcraturan Bupatl Batang
(cntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 sesual  dengan
Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor 910/258/2013
tentang Hasil Fvaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Batang (entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Pcraturan Bupati Batang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun
Anggaran 2014,

hahwa penvempurnaan scbagaimana dimaksud dalam hurul &,
dilakukan agar Peraturan Dacrah Kabupaten Batang tentang
Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pecraturan
perundang undangan vang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
hurul o, dan hurul b, periu membentuk Peraturan Dacrah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Batang Tahun Anggaran 2014;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat il Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 2757) 5
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Normor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4359) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran
Negara Republik  Indoncsia Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4400} ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Dacrah  {(Lembaran  Negara Republik
(ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 5

Undang-Undang Nomor 27  Tahun 2009 tentang Majclis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5043} ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas  Wilavah  Kotamadya Daerah Tingkat II Pckalongan,
kabupaten Dacrah Tingkat 11 Peckalongan dan Kabupaten Dacrah
Tingkat Il Balang (Lembaran Ncgara Republik  Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3381) 5

_Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Kceuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082) ;

_Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan  Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dcewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tclah
beberapa  kali diubah terakhir dengan Peraturan Pcmerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 4712) ;



14.

16.

18.

19.

20.

21.

_Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4575} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kcuangan Dacrah  {(Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republbik Indonesia Nomor 4578)

. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan  Dan  Pengawasan  Penyclenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan  Pemcerintahan  Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah, Informasi  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tala
Tertib Dewan  Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54, Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Dacrah  sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang

Pengawasan Peraturan Dacrah Dan Peraturan Kepala Daerah ;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pcedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 ;

(o)



Mcenctapkan

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
Dan
BUPATI BATANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAMH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BILANJA DAKRAH  KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN
2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

Rp.1.062.961.100.756,00
Rp.1.129.820.341.575,00

Defisit Rp. 66.859.240.819,00
¢. Pembiavaan Dacrah Rp. 66.859.240.819,00
Sisa Lebih Pembiayvaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan schbagaimana dimaksud  dalam  Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Ashi Dacrah Rp. 108.938.221.688,00
b. Dana Perimbangan Rp. 767.642.946.158,00
¢. Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang Sah Rp. 186.379.932.910,00

(2) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a terdiri

dart:
a. Pendapatan Pajak Dacrah Rp. 29.789.500.000,00
b. Hasil Retribusy Dacrah Rp. 16.595.110.250,00
c. 1asil Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang

Dipisahkan Rp. 5.479.611.438,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah Rp. 57.074.000.000,00

(3) Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 33.283.452.158,00
b. Dana Alokast Umum Rp. 682.182.849.000,00
¢. Dana Alokast Khusus Rp. 52.176.600.000,00



(4) Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang Sah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdirn atas :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Dacrah Lainnya Rp. 35.503.087.538,00
bh. Dana Penvesuaian dan Otonomt Khusus Rp. 127.083.949.372,00
¢, Bantuan Keuangan dart Provinst atau

Pemerintah Dacrah Lainnya Rp. 23.792.896.000,00

Pasal 3

(1) Belanja  schagaimana dimaksud  dalam  Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 671.639.458.671,00
b. Belanja Langsung Rp. 458.180.882.904,00

(2) Belanja Tidak Langsung schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dart

a. Belanja Pegawai Rp. 579.650.754.171,00
b. Belanja Bunga Rp. 358.236.000,00
¢. Belanja Hibah Rp. 19.729.926.000,00
¢. Belanja Bantuan Sosial Rp. 29.309.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./
Kota dan Pemerintahan Desa dan Portai Politik Rp. 40.591.542.500,00
¢. Belanja Tidak Terduga Rp.  2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dart :

AL Belanja Pegawan Rp. 75.413.671.613,00
b, Belanja Barang dan Jasa Rp. 205.170.176.689,00
¢. Belanja Modal Rp. 177.597.034.602,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah  scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢, terdiri

dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Dacrah Rp. 73.021.747.819,00
. Pengeluaran Pembiayaan Dacrah Rp. 6.162.507.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
terdirt dar
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sScebelumnya Rp. 73.021.747.819,00



(3) Pengeluaran Pembiayaan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
terdiri dart
a. Penvertaan Modal (Investast) Pemerintah DacrahRp.  4.000.000.000,00
b. Pembavaran Pokok Utang Rp. 162.507.000,00
¢. Pembavaran Utang kKepada Pihak Ketiga Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5
Uraian  lebih o lanjut mengenai Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini yang terdiri dari :
I Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran [I  Rincian Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Mecnurut
Urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisasi;

.
et

Lampiran Il Rincian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Dacrah , Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran 1V Rekapitulasi Belanja menurut - Urusan Pemerintah  Daecrah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Dacrah untuk Keseclarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan  Dacrah dan  Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daltar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Dacrah;

8. Lampiran VI Daftar Penyertaan Modal Dacrah;

9. Lampiran [X Daftar Perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan Aset Tetap
Dacrah;

0. Lampiran X Daltar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

1. Lampiran X1 Daltar  Kegiatan Kegiatan - Tahun Scbelumnya  Yang Belum
Disclesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
It

12, Lampiran X1 Daftar Dana Cadangan Dacrah;

13. Lampiran XIII Daltar Pinjaman Dacrah.

Pasal 6
Bupati menctapkan  Peraturan  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah  Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, sebagai landasan

operasional pelaksanaan.

Jasal 7
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau  tidak diharapkan terjadi berulang,  scperti kebutuhan tanggap darurat

senaneeulanean bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang
fte] vl ’ faptar] b
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tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014,
termasuk pengembalian  atas  kelebihan penerimaan  daerah tahun-tahun

scbelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Batang.
Ditctapkan di Batang
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2¢ Desember 2013

SEKRETARIS JAERAH BUPATEN BATANG,

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR /X




